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BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DPRD

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6)
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan perlu menetapkan
Peraturan Bupati Nunukan tentang Tunjangan Transportasi
bagi Anggota DPRD Kabupaten Nunukan;

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten = Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4283);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

2. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya

sebagai

Nunukan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan kesejahteraan yang
disediakan kepada anggota DPRD untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan anggota DPRD sehari-hari, dengan memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta standar harga sewa

setempat.
Pasal 2

(1) Untuk mendukung serta menunjang pelaksanaan kegiatan anggota
DPRD diberikan tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD

Kabupaten Nunukan.

(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung
mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2)
ditetapkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan

rasionalitas serta standar satuan harga sewa setempat yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan
Daerah.

(2) Pemberian Tunjangan Tranportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk setiap anggota DPRD adalah paling tinggi 12.000.000 (Dua
Belas Juta Rupiah) setiap bulan.

(3) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Penetapan pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD diformulasikan ke dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Nunukan dengan mengacu pada Standar satuan harga

barang/jasa dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.



Pasal 5

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan
setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran berjalan.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangakan di Nunukan
pada tanggal 2 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
, K@d%n Hukum




